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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
NOMOR. 800/1557-BKD/V/2024 

TENTANG 

 
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN 

TAHUN 2025 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, 

Menimbang  : a. bahwa untuk keberlangsungan pembangunan dan 
penyelengaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada Tahun 
2025, diperlukan kepastian program pembangunan Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2025; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tentang Rencana 
Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2025. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 43); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
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  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817);  

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);  

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten 
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);  

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten 
Tahun 2023 Nomor 8); 

 

 



21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-
2026.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 
Nomor 800 /1024 – BKD/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 
Tahun 2023 – 2026. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KESATU : Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Banten Tahun 2025; 

KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Banten Tahun 2025 ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana 
Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Banten Tahun 2025;  

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten 
Tahun Anggaran 2024; 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Serang 
pada tanggal  28 Mei 2024 

KEPALA, 

Dr. NANA SUPIANA 

Tembusan : 
1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
NOMOR: 800/806-BKD/II/2024 

TENTANG 

 
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, 

Menimbang  : a. bahwa untuk keberlangsungan pembangunan dan 
penyelengaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten pada Tahun 
2025, diperlukan kepastian program pembangunan Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 yang disusun 
dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Banten; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tentang Tim Penyusunan 
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 
Tahun 2025. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 43); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817);  

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);  

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten 
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 



(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);  

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-
2026.

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan 
ini sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Banten Tahun 2025; 

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
mempunyai tugas Menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 serta melaporkan hasilnya 
kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;  

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten 
Tahun Anggaran 2024; 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Serang 
pada tanggal  19 Februari 2024 

KEPALA, 

Dr. NANA SUPIANA 

Tembusan : 
1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

#



 

Lampiran : Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2025 

Nomor : 800/806-BKD/II/2024 

Tanggal : 19 Februari 2024 

 
 
 

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 

 
 

1. Penanggungjawab : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 

2. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 

3. Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah 
  Provinsi Banten 

4. Anggota : 1. Natalia Susanti, S.E, M.M 

2. Ahmad Satori, S.P 

3. Rama Perino, S.IP 

 



KATA PENGANTAR 
 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, 
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 telah dapat tersusun.  

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, telah disusun dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024. 

Rencana Kerja dimaksud adalah merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan 
Kepegawaian Daerah tahun 2023-2026 dan juga sebagai pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Badan Kepegawaian Daerah, serta diselaraskan dengan kegiatan strategis, dan 
prioritas baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. 

Rencana Kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, guna lebih meningkatkan 
kinerja program/kegiatan dan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2024. 

Akhir kata, Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)  Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Banten Tahun 2024. 

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Serang,                          2024 
KEPALA 

 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 
PROVINSI BANTEN 

 
 
 

Dr. NANA SUPIANA 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19711213 200012 1 002 
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PENDAHULUAN 
 
  
 

 
1.1. LATAR BELAKANG  

 
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 yang selanjutnya 

disebut RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten merupakan pelaksanaan 

tahun ketiga dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-

2026 yang merupakan tahap kelima (Tahap Akselerasi II) dari pelaksanaan RPJPD 

Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dimana pada tahap ini diharapkan untuk lebih 

memantapkan pembangunan di Provinsi Banten melalui peningkatan akselerasi 

pembangunan di segala bidang sebagai persiapan menuju Provinsi Banten yang modern. 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025, 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun.  

 

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang – 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah,  Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu mengatur 

penerapan e - planning. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.  

 

 

Bab 
I 
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Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Rencana Kerja Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2025, adalah adanya perubahan kebijakan nasional. 

Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang – undangan yang ruang 

lingkupnya berkaitan dengan hal – hal perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diantaranya : 

1. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi 

perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan 

perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada 

RPJMN Tahun 2020 – 2024, prioritas ke empat yaitu meningkatkan Sumber Daya 

Manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Banten sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung Gubernur 

Banten di dalam Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah 

Bidang Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten selalu 

berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma  pengelolaan sumber 

daya manusia secara startegis agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara 

yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah 

daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, 

informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional 

yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan 

pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program 

dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan 

nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara 

sistematis dalam rangka mendukung SIPD; 

4. Penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur   tentang : A. Tata Cara 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; B. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi; C. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
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Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; D. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Fungsi - Provinsi; E. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi - 

Kabupaten/Kota; F. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada 

Pemerintah Daerah Provinsi; G. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; H. Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Sumber Pendanaan; I. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Rekening Neraca. Sehingga memaksakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 

program dan kegiatan berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi Pemutkhiran 

Klasifikasi. 

 

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan Daerah, karena RENJA 

merupakan penerjemah perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra 

Perangkat Daerah) yang memuat rencana program dan penganggaran tahunan. RENJA 

mengharmonisasikan Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih 

konkrit dan terukur.  

  

Dengan demikian, RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan 

secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 

Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi 

pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh 

kebijakan  publik yaitu : 

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan 

Pembangunan Daerah satu tahun;  

2. Menciptakan kepastian kebijakan dan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan 

pembangunan 

 

Proses penyusunan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten didasarkan pada 

penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum OPD Bidang Kepegawaian Tahun 

2024 dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kepegawaian 

pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 

juga diintegrasikan dengan prioritas RKPD Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) Tahun 2025 serta Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian 

Daerah Tahun 2023-2026. 

 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
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Daerah Provinsi Banten yang merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan 

Penunjang Pemerintahan di Bidang Kepegawaian. Sedangkan Kedudukan, Tugas Pokok, 

Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Banten diatur 

dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022.  

 

Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah 

mempunyai tugas pokok membantu Gubernur urusan penunjang Pemerintahan di bidang 

Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Badan Kepegawaian Daerah 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; 

b. Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; 

c. Mutasi dan promosi ASN; 

d. Pengembangan kompetensi ASN; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

Struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten terdiri atas : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretaris, membawahkan: 

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin; 

d.  Kepala Bidang Mutasi dan Promosi; 

e. Kepala Bidang Pengembangan ASN; 

f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah 

h. Kepala Badan; 

1. Sekretaris, membawahkan: 

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Disiplin; 

i. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi; 

1. Kepala Bidang Pengembangan ASN; 

2. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan 

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah 
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Gambar. 1.1.  
Struktur Bagan Struktur Organisasi  

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 
 

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 

tahun 2025 adalah : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
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7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73);  

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (SIPD); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);  

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);  

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10); 

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, 

Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten 

(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);  

20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026; 

21. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/1024/2023 Tahun 

2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2023-2026; 

22. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/.      /2024 Tahun 

2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2025. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Maksud dari Penyusunan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten ini adalah 

untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu tahun 2025 yang berisi 

program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Banten dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan 

harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

 

Sedangkan Tujuan Penyusunan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 

adalah : 

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan 

langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten; 

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana 

pembangunan tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Sistematika Penulisan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika 

Penulisan. 
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BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting 

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Review terhadap Rancangan Awal 

RKPD. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat. 

 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat 

Daerah, Program dan Kegiatan. 

 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Berisi tentang Rencana Kerja beserta Pendanaan Program Kegiatan Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Banten. 

 

BAB V PENUTUPAN 
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HASIL EVALUASI PELAKSANAAN 
RENJA TAHUN 2023 
 
 

 

2.1.  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN 
RENSTRA TAHUN 2023 

 

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu 

RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 juga harus dilakukan 

evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 

2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan 

program & kegiatan, dan hasil pelaksanaan program & kegiatan.  

 

Penyusunan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2025, 

memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut : 

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber dana yang akan digunakan serta 

pengalokasiannya; 

b. Tujuan yang dikehendaki; 

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; 

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta bagian pelaksanaannya.  

 

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 juga 

memperhatikan hal – hal sebagai berikut : 

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan 

perencanaan tahun 2025; 

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan 

konsistensi pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang 

akan digunakan serta pengalokasiannya. 

 

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra periode Tahun 

2023-2026 sampai dengan Tahun 2023 bulan Desember, bahwa untuk Urusan Penunjang 

Bidang Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten mengelola 2 (dua) 

program yaitu: 

 

Bab 
II 
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; 

2. Program Kepegawaian Daerah;  

 

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada dasarnya menyajikan pengukuran 

terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Banten selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025. 

 

A. Persandingan Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 

 

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk 

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat 

capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja menjadi sangat 

penting mengingat fungsinya sebagai pengukur keberhasilan/kegagalan instansi 

pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat 

yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Hal-hal yang direncanakan 

akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya 

dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari 

program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri 

diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ 

program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. 

Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang 

diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran 

setiap misi. 

 

B.  Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 

2023 

 

Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2023, telah selaras dengan target didalam 

Renstra BKD Provinsi Provinsi Banten Tahun 2023-2024. Realisasi anggaran program dan 

kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember 

Tahun 2023 yang digunakan untuk Belanja Operasional dengan pagu Anggaran Perubahan 

sebesar Rp. 46.436.672.520,00 telah terealisasi sebesar Rp. 44.521.544.174,00 atau sebesar 

95,88% daan Realisasi Fisik Sebesar 100,00%. 
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Tabel. 2.1. 

Program Prioritas Perangkat Daerah 
  

NO BIDANG URUSAN PROGRAM 
PRIORITAS PERANGKAT DAERAH  

2024 2025 

1. Kepegawaian 1. Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Provinsi 

1. Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Provinsi 

  
2. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Kepegawaian Daerah 

 
 

Tabel. 2.2. 
Capaian Indikator Kinerja Program  

Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 
 

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM 

TAHUN 2023 

TINGKAT 
PENCAPAIAN 

TARGET 
TAHUNAN 

REALISASI 
FISIK 

TERHADAP 
TARGET 

TAHUNAN 

NILAI 
CAPAIAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

1. Program Penunjang 
Urusan Pemeritahan 
Daerah Provinsi 

          

    Persentase Ketercapaian 
dari Seluruh Kegiatan 
pada Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi  

100,00 100,00 100,00 

Sesuai Target 

2. Program 
Kepegawaian 
Daerah 

          

    Nilai Indeks Profesional 
ASN Dimensi Kedisiplinan 

4,98 5,00 100,40 Melebihi Target 

    Nilai Indeks Profesional 
ASN Dimensi Kinerja 

2,5 25,00 1000,00 Melebihi Target 

    Nilai Indeks Profesional 
ASN Dimensi Kualifikasi 

17 21,90 128,82 Melebihi Target 

    Nilai Kriteria Perencanaan 
Kebutuhan Pegawai 

38,5 40,00 103,90 Melebihi Target 

    Nilai Kriteria Pelaksanaan 
Pengadaan Pegawai 

38,5 40,00 103,90 Melebihi Target 

    Nilai Kriteria Pelaksanaan 
Sistem Informasi 

21 22,00 104,76 Melebihi Target 

    Nilai Kriteria Pelaksanaan 
Mutasi dan Promosi 

32 37,50 117,19 Melebihi Target 

    Nilai Kriteria 
Pengembangan Karier 

65 65,00 100,00 Sesuai Target 

    Nilai Kriteria Pelaksanaan 
Manajemen Kinerja 

78 72,50 92,95 Tidak Mencapai 
Target 

    Nilai Kriteria Pelaksanaan 
Penggajian, Penghargaan 
dan Disiplin 

34 37,50 110,29 
Melebihi Target 

    Nilai Kriteria Pelaksanaan 
Perlindungan dan 
Pelayanan 

14,5 16,00 110,34 
Melebihi Target 

 
 

Pengukuran kinerja kegiatan adalah pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja masing 

- masing kegiatan yang terdiri dari input, output dan outcome, serta telah sampai 

sejauhmana tingkat capaianya dari rencana yang telah ditetapkan, dan realisasi capaian 

indikator kinerja input telah diuraikan sebagaimana diatas. 
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Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja dari output dan outcomes kegiatan 

yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2023 diantaranya adalah sebagai berikut : 

§ Pada tingkat out put capaian kinerjanya secara keseluruhan rata-rata mencapai sebesar 

100 % dengan penilaian capaian dari pengukuran kinerja tersebut adalah Kondisi dari 

realisasi capaian kinerja output dan outcome kegiatan yang telah dilaksanakan Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, dan selanjutnya realisasi 

capaian menurut dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan 

bulan Desember 2023 adalah sebagai mana dijelaskan pada tabel 2.2 diatas.  
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Tabel. 2.3 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Provinsi Banten s/d Tahun 2023 

 
Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah 
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2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan indikator kinerja yang 

sudah ditentukan dalam SPM dan IKK dapat dilihat dalam tabel 2.3. Sebagian besar 

kegiatan Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun Anggaran 2023 melibatkan beberapa 

Perangkat Daerah sebagai rekan kerjasama dalam upaya mewujudkan indikator sasaran 

yang sama dalam RPJMD, diantaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Provinsi Banten kaitannya dengan penyelenggaraan berbagai diklat teknis maupun 

fungsional serta diklat kepemimpinan. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Banten juga tidak terlepas kerjasamanya dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Banten dalam kaitannya dengan pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB) dan 

analisis beban kerja (ABK), pemantapan tugas pokok dan fungsi organisasi. 
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Tabel. 2.4 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 
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2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 
PERANGKAT DAERAH 

 
Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. 

Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan 

membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-

pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan 

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka 

panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal- hal yang bersifat mendasar, 

jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. 

 

Metode penentuan isu – isu strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 

dilakukan dengan cara menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, 

threas). Dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada 

permasalahan – permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, 

telaahan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 

serta telaahan Renstra Kementerian/Lembaga maka dapat disusun penentuan isu – isu 

strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, sebagai berikut : 

1. Penyempurnaan penerapan Sistem Merit 
 
Presiden Republik Indonesia menetapkan 5 prioritas kerja nasional Tahun 2020-2024 

yang salah satunya yaitu “Pembangunan SDM” untuk meningkatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu upaya Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Banten dalam meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan 

memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit. Pada Tahun 2021 

Badan Kepegawaian Provinsi Banten selaku penanggungjawab Penerapan Sistem 

Merit di Banten telah mengikuti penilaian Penerapan Sistem Merit yang dilaksanakan 

oleh KASN sebagai Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 memiliki perang penting untuk mengawasi penerapan Sistem Merit di 

Instansi Pemerintah. Penilaian Penerapan Sistem Merit di Provinsi Banten berdasarkan 

Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan 

Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Dalam penilaian tersebut 

Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan nilai sebesar 309,5 poin atau berada pada 

kategori III. 
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2. Pembangunan Assesment Center 
 

Adanya beberapa hal yang mendasari pembentukan Assesmen Center yaitu tuntutan 

pelayanan masyarakat yang semakin dinamis sehingga perlu pembentukan ASN yang 

profesional, mendukung penerapan sistem merit (manajemen pengelolaan SDM ASN 

berbasis kompetensi), mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten dan 

perlunya pemetaan potensi dan kompetensi bagi seluruh ASN di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Banten (Tallent Pool).  

 

3. Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta 
 

Dalam mendukung pelaksanaan sistem merit di Provinsi Banten, diperlukan adanya 

manajemen talenta yang bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta 

terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (future leader) dan 

posisi yang mendukung urusan inti organisasi (core business). Manajemen Talenta 

adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisi, pengembangan, 

retensi dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target 

berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang 

dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan organisasi; 

 

4. Big Data Kepegawaian yang Terintegrasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

 
Dalam menghadapi era VUCA (Volatile, Uncertile, Complex, Ambiguous), era 

disrupsi dan situasi pandemic Covid-19 maka sudah pasti Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Banten dituntut untuk terus konsisten memberikan pelayanan kepegawaian 

kepada ASN Pemerintah Provinsi Banten. Dengan adanya integrasi sistem 

kepegawaian antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan akan memangkas 

birokrasi yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Dimana impact yang diharapkan 

adalah Big Data Kepegawaian yang terintegrasi secara Nasional yang dapat dijadikan 

bahan untuk menentukan arah kebijakan terkait pembangunan ASN kedepan. Hal 

tersebut perlu dimanfaatkan melalui pengelolaan data yang mutakhir dan akuntabel. 

 

5. Human Capital Development Strategy 
 

Kementerian PANRB memiliki program yang dinamakan 6P yang masuk dalam 

Human Capital Development Strategy yang meliputi perencanaan; perekrutan dan 

seleksi; pengembangan kapasitas; penilaian kinerja dan penghargaan; promosi, rotasi 
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dan karier; serta peningkatan kesejahteraan. Optimalisasi strategi 6P adalah jalan 

utama untuk mencapai birokrasi Provinsi Banten berkelas dunia dan mewujudkan 

ASN juara di Banten. 

 

2.4.  REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 
 
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat 

dalam tabel 2.4 dibawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, tidak terdapat perbedaan antara 

rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah kecuali 

mengenai pagu penggunaan anggaran namun semua program dan kegiatan sudah 

terakomodir dalam RKPD 2025. 

 
 
 



  

22 
 

Tabel.2.5 
Review Terhadap RKPD Tahun 2025 Pemerintah Daerah Provinsi Banten 
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2.5.  PENELAHAAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT 
 
 
Tidak ada program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang 

diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan 

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD 

Kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2025. 
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TUJUAN DAN SASARAN 
 
 

 

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 
 
Dalam rangka mengembangkan profesionalisme dan disiplin aparatur, selain upaya yang 

dilakukan berdasarkan kebijakan daerah, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 

kebijakan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam tugas pokok Badan Kepegawaian 

Daerah. kebijakan nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai 

berikut :  

a. Pelaksanaan organisasi pasca penerapan Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota;  

b. Pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya dari Presiden untuk masa kerja 10 

tahun, 20 tahun dan 30 tahun;  

c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tingkat I dan II dari 

Pusat;  

d. Pelaksanaan Amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang utamanya adalah mengenai Proses pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, 

Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) baik itu dari Kota ataupun Kabupaten 

kepada Provinsi;  

e. Formasi pengadaan CPNSD baik dari Tenaga Kontrak Kerja (TKK) maupun pelamar 

umum tergantung formasi dari BKN Pusat;  

f. Penerapan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan kaitannya dengan 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan 

administrasi kepegawaian. 

 
 
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN 

DAERAH 
 

Perencanaan Tahun 2023 - 2026 merupakan periode perencanaan pembangunan yang 

sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2023 - 2026 

bukan merupakan rencana atau janji kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan oleh telah 

berakhirnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022, sementara Pemilihan Kepala 

Daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024, sesuai amanat Pasal 201 
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ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah Provinsi Banten belum 

mempunyai dokumen RPJMD yang baru. 

 

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah 

provinsi, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan 

pembangunan nasional. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada 

Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten harus menyusun 

rencana pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan strategis daerah selama 

periode tahun 2023- 2026. 

 

Penyusunan Rencana Strategis mengacu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi 

Banten Tahun 2023-2026 dan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 

Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan berdasarkan hasil evaluasi Rencana 

Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022. 

 

3.1.1 Tujuan 

 

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu 

organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam 

jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan Daerah yang akan dicapai oleh Pemerintah 

Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah  

 

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih” 

 

Sehingga untuk mencapai tujuan diatas maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 

menetapkan tujuan yang akan dicapai Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut : 

 
“Terwujudnya ASN Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi” 

 
 

3.1.2. Sasaran 

 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan 

antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan 
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kata lain berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Banten Tahun 2023- 2026 adalah sebagai  berikut : 

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan; 

2. Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur 

3. Meningkatnya Penerapanan Merit Sistem. 

 
Tabel. 3.1 

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan 
Badan Kepegawaian Daerah 

 

 
No 

 
Tujuan 

 
Sasaran 

Indikator 
Tujuan/Sasaran 

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 
Ke - 

2023 2024 2025 2026 

1. Terwujudnya 
ASN Yang 
Profesional 
Dan 
Berkinerja 
Tinggi 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Capaian SAKIP 
Perangkat Daerah 

70-80 70-80 70-80 70-80 

Meningkatnya 
Profesionalisme 
SDM Aparatur 

Indeks 
Profesionalitas 
ASN (Kualifikasi, 
Kinerja dan 
Kedisiplinan) 

24,48 
 

27,98 
 

31,49 
 

35 

Meningkatnya 
Penerapanan 
Merit Sistem 

Indeks Merit 
Sistem 

321,5 
 

332,5 
 

343,5 
 

357 
 

 

 

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap 

tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, 

kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, dengan demikian kegiatan merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Kegiatan 

merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. 

 

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu 
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program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan 

sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang 

digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, 

outcome maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. 

 

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dalam rangka 

mendukung Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah adalah sebagai berikut : 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 

c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; 

d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 

e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; 
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD; 

g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

h) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah; 

i) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang 

Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 

c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 

d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 

e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; 

f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; 

g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; 

h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. 

 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; 
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b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; 

c) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD; 

d) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; 

e) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; 

 
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai; 

b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; 

c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; 

d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian; 

e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; 

f) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; 

g) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. 

 
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

f) Penyediaan Bahan/Material; 

g) Fasilitasi Kunjungan Tamu; 

h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 

i) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; 

j) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. 

 
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 

b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 

c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 

 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 

c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 
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8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 

c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

 
B. Program Kepegawaian Daerah  

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 

a) Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN; 

b) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 

Pengadaan ASN; 

c) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; 

d) Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN; 

e) Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN; 

f) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; 

g) Evaluasi Pemberhentian ASN; 

h) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN; 

i) Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN; 

j) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; 

k) Pengelolaan Data Kepegawaian; 

l) Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian. 

 

2. Mutasi dan Promosi ASN 

a) Pengelolaan Mutasi ASN; 

b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; 

c) Pengelolaan Promosi ASN. 

 

3. Pengembangan Kompetensi ASN 

a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN; 

b) Pengelolaan Assessment Center; 

c) Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN; 

d) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; 

e) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat; 
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f) Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN; 

g) Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN; 

h) Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional; 

i) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional; 

j) Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN; 

k) Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional; 

l) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN; 

m) Pembinaan Jabatan Fungsional ASN; 

n) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional; 

o) Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional. 

 

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

a) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; 

b) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; 

c) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; 

d) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai; 

e) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai; 

f) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur; 

g) Pembinaan Disiplin ASN; 

h) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; 

i) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; 

j) Evaluasi Disiplin ASN. 
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Tabel. 3.2 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 

Pemerintah Daerah Provinsi Banten 
 

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah   
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
 
 
 

Tabel. 4.1 
Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 
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PENUTUP 
 
 
 

 
 
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian Daerah merupakan tindak 

lanjut dari Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. 

Materi Rencana Kerja ini berisi rencana dari serangkaian program strategis Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten berdasarkan pagu dana yang tersedia dan sumber 

daya manusia yang memadai. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam 

pelaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 untuk menjawab atau meminimalisir 

isu-isu pembangunan dan permasalahan-permasalahan di Bidang Kepegawaian. 

 

Selanjutnya disadari juga bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 ini, masih terdapat kekurangan dan belum memenuhi 

harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan, karena itu kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini dimasa yang 

akan datang sangat kami harapkan agar kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Banten menjadi lebih baik lagi.  

 

Kami mengharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Banten yaitu “Terwujudnya ASN Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi”
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